HAK ATAS BENDA JAMINAN

IKA KHAIRUNNISA S




» Pasal 1131 KUHPerdata berisi sebagai berikut:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang
tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.

Berdasarkan Pasal1131 tersebut KUHPerdata hanya mengatur dua
macam jaminan, yaitu jaminan terhadap benda bergerak yang
disebut gadai dan jaminan benda tidak bergerak yang disebut
hipotik.

Pembedaan itu bertujuan untuk menentukan cara meletakkan
jaminan pada benda-benda tersebut.



1.

Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPdt),
misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat dan didirikan di
atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya
menancap ke tanah, buah yang belum dipetik dan barang-
barang tambang.

Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaian dan
peruntukannya (Pasal 507 KUHPdt), yaitu segala sesatu yang
meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan
tanah atau bangunan, namun dimaksudkan untuk mengikuti
tanah dan bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Misal,
mesin-mesin pabrik, perumahan beserta benda-benda yang
dilekatkan pada dinding contoh lukisan, perhiasan dsb.



Benda Tidak Bergerak

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal
508 KUHPdt), yaitu suatu benda menjadi tidak bergerak karena
memang telah ditentukan seperti itu oleh undang-undang. Misal,
hak pakai hasil, hak usaha, kapal-kapal berukuran berat kotor m3,
dan lain sebagainya.




1.

Benda Tidak Bergerak

Benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda-benda yang dapat
berpindah dan dipindahkan. Misalnya, ayam, buku pensil, meja,
kursi, kapal, perahu dan lain-lain (Pasal 509 dan 510 KUHPdt)

Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya,
penagihan-penagihan, piutang-piutang, saham, andil dalam
persekutuan dagang, surat sero, obligasi dan lain sebagainya.
(Pasal 511 KUHPdt)



« Gadai (Pasal 1150)

v Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
berutang atau oleh seorang lain atas namanya,;

seorang yang

v Memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil

pelunasan dari barang tersebut secara didahu
orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecua
melelang barang tersebut dan biaya yang telah di

ukan daripada
lan biaya untuk

keluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya

mana harus didahulukan.



« (Gadai mempunyai ciri-ciri antara lain:

v" Jaminan gadai benda-benda bergerak;

v Mempunyai sifat yang didahulukan;

v Mempunyai sifat droit de suite yaitu selalu mengikuti bendanya
dimanapun atau di tangan siapapun benda itu berada;

v Memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan
dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;

v Adanya pemindahan kekuasaan dari benda yang dijadikan
jaminan (unsure inbezitstglling) dari pemberi gadai kepada
pemegang gadai,

v Gadai merupakan perjanjian accessoir yaitu perjanjian
tambahan yang tergantung dari perjanjian pokok;

v Gadai tidak dapat dibagi-bagi.




 Unsur inbezitstelling ini dinyatakan dalam Pasal 1152
ayat (2) KUHPerdata yang menyebutkan:

Tak sah adalah hak gadail atas segala benda yang
dibiarkan tetap dalam kekuasaan ini si berutang atau si

pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si
berpiutang.



Hak pemegang gadai adalah:

v  Pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas
kekuasaannya sendiri (eigenmachtige verkoop) apabila pemberi
gadai wanprestasi (Pasal 1155 ayat 1).

v Pemegang gadai berhak mendapatkan pengembalian ongkos-
ongkos untuk menyelamatkan barang gadaiannya.

v Pemegang gadai mempunyai hak retensi (Pasal 1812 KUHPdt).

Kewajiban pemegang gadai:
v Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya benda yang
digadaikan karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat(1)).

v Pemegang gadai tidak boleh memakai barang yang
digadaikannya untuk kepentingan sendiri.



Hapusnya gadai:
v'Apabila hutangnya sudah dibayar lunas.

v Apabila barang yang digadaikan keluar dari kekuasaan
pemegang gadai (Pasal 1152 ayat (3))




* Hipotik
Jaminan terhadap benda tidak bergerak menurut KUHPerdata.

Pasal 1162 KUHPerdata menyebutkan:

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak,
untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu
perikatan.




Perbedaan Gadai dan Hipotek

v'Gadai jaminan terhadap benda bergerak hipotik jaminan benda
tak bergerak;

v Pada gadai ada unsur inbezitstelling pada hipotik tidak ada;

v Perjanjian gadai dapat secara bebas, boleh lisan, boleh tertulis.
Perjanjian hipotik terikat oleh bentuk tertentu yaitu harus dibuat
dengan akte otentik;

v Perjanjian gadai biasanya hanya satu kali, perjanjian hipotik boleh
lebih dari satu kali;
v  Menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai diatur dalam

undang-undang, dalam hipotik menjual benda yang dihipotikkan
harus dijanjikan terlebih dahulu.




* Asas-asas Hipotik

v’ Asas publiciteit

Asas ini menyebutkan bawha hipotik harus didaftarkan supaya
diketahui umum.

v Asas specialiteit

Hipotik harus dirinci secara jelas misalnya tanah: luas, letak, batas-
batasnya harus jelas disebutkan.




* |si akta hipotik dibagi atas dua bagian, yaitu:
v Isi yang wajib
Barang dibebani hipotik itu harus disebut/ditulis secara rinci dan
jelas.
v' Isi yang facultatief

Isi facultatief ini memuat janji-janji antara pemberi hipotik dan
pemegang hipotik.




« Janji-janji yang biasa dimuat dalam akta hipotik, antara lain:

Janji untuk menjual

Janji untuk menjual
benda atas
kekuasaannya
sendiri apabila
hutang pokoknya
tidak dilunasi (Pasal
1178 ayat 2).

Janji tentang sewa

Pemberi hipotik
dibatasi dalam
kekuasaannya untuk
menyewakan benda
yang dibebani tanpa
ijin pemegang hipotik
mengenai cara
maupun waktunya
(Pasal 1185 ayat 1).

Janji tentang asuransi

Apabila ada peristiwa yang
tidak diduga-duga
sebelumya misalnya:
kebakaran, banijir antara
pemberi dan pemegang
hipotik membuat perjanjian
tentang asuransi yang
diberitahukan kepada
perusahaan asuransi,
supaya perusahaan
asuransi terikat dengan janiji
tersebut,

Janji untuk tidak dibersihkan

Janji ini diberikan kepada
semua pemegang hipotik
dengan syarat diadakan
dalam penjualan secara
sukarela yang dikehendaki
oleh pemilik bendanya. Janji
untuk tidak dibersihkan hanya
dapat dilakukan oleh
pemegang hipotik pertama

(Pasl 1210 ayat 2).




Hapusnya Hipotik:

 Memuat Pasal 1209 KUHPerdata, hipotik hapus karena:

v' Hapusnya perikatan pokok
v Pelepasan hipotiknya oleh si berpiutang

v Penetapan tingkat oleh hakim karena adanya pembersihan

tanahnya dari beban-beban hipotik.

* Hipotik terhadap benda tak bergerak, k
sudah dihapus dan diganti dengan hak
Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang

nususnya ternadap tanah
tanggungan berdasarkan

nak tanggungan.



